
 
 

 Lampiran I  

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat  

   Nomor          Tahun    

  Tentang 

Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 
 

PIAGAM  PENGAWASAN INTERNAL 

 

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik; 

2. Inspektorat Provinsi NTB adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;  

3. Inspektorat Provinsi NTB memiliki kewenangan untuk mengakses 

seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan 

personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Provinsi 

NTB yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana 

tercantum dalam lampiran piagam ini;  

4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan 

SKPD/Unit Kerja Pemerintah Provinsi NTB wajib menciptakan dan 

memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui : 

a). penegakan integritas dan nilai etika; 

b). komitmen terhadap kompetensi; 

c). kepemimpinan yang kondusif; 

d). pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

e). pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

f). penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumber daya manusia; 

g). hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.  
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Piagam Audit Intern apabila diperlukan akan dilakukan perubahan 

dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-

praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, 

dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pemerintah. 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

  H. M. ZAINUL MAJDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


